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Tangerang, 19 Desember 2025 

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Ketua 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV
Tahun 2025 telah selesai disusun. 

Laporan ini merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang yang
dilaksanakan pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara
Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama. 

Selain itu, mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
tanggal 25 Maret 2022 Nomor : 2073/DjA.2/PS.00/3/2022 perihal Pengisian Data Laporan Hasil
Pengawasan, hasil pelaksanaan Hakim Pengawasan Bidang diunggah pada Aplikasi Kinsatker
Badilag sebagai data dukung penilaian kinerja satuan kerja.

Berdasarkan Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) dan
dalam rangka Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hasil temuan Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang Triwulan IV Tahun 2025 Pengadilan Agama Tangerang telah ditindaklanjuti
100%.

Kami berharap, tindak lanjut ini menjadi budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu
layanan, transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang .

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua
dalam melaksanakan tugas untuk kemajuan Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TANGERANG 
 

DASAR HUKUM 
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0592/KPA.W27-

A3/SK.PW1/VII/2025 tanggal Jum'at, 04 Juli 2025 perihal Pengawasan Bidang pada 

Pengadilan Agama Tangerang tanggal Senin, 01 Desember 2025 s/d Jum'at, 19 Desember 

2025  

 

OBJEK PEMERIKSAAN 
A. Manajemen Peradilan 

B. Administrasi Perkara 

C. Administrasi Persidangan 

D. Administrasi Kesekretariatan 

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

1. Kondisi 
Belum dilaksanakan pengukuran kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama 

yang terbaru. 

Kriteria 

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578 tentang Petunjuk 

pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan 

Peradilan yang berada dibawahnya hal 11 

2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat 

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 

halaman 7 sampai dengan halaman 34. 

3. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 

tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25. 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan 

Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya 

Sebab 
Pegawai menerima informasi yang kurang tepat sehingga berbeda pemahaman. 

Akibat 
Pengukuran kinerja masih belum sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang 

terbaru. 



Rekomendasi 
Segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan 

Indikator Kinerja Utama yang terbaru 

Tindak Lanjut  
Telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Indikator 

Kinerja Utama terbaru 

2. Kondisi 
Kesekretariatan telah melakukan rapat berjenjang yang dilakukan secara terus 

menerus/berkala namun hanya tersedia dokumen undangan dan daftar hadir 

sedangkan notula dan photo belum ada. 

Kriteria 
Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya; 

Sebab 
Notula dan dokumentasi masih dalam proses penyusunan  

Akibat 
Dokumen rapat kesekretariatan tidak lengkap 

Rekomendasi 
Agar penyusunan notula dan dokumentasi segera diselesaikan 

Tindak Lanjut  
Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi notula dan dokumentasi rapat. 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

1. Kondisi 
Register Surat Kuasa Khusus (R1-PA7) belum sesuai, dikarenakan data Kuasa 

Hukum Termohon untuk perkara nomor 2855/Pdt.G/2025/PA.Tng belum terinput 

pada aplikasi SIPP. 

Kriteria 
1. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin;  

2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, 

angka 5 

Sebab 
Data kuasa hukum sudah ada, namun belum terinput sebagai Kuasa Hukum 

Termohon untuk perkara nomor 2855/Pdt.G/2025/PA.Tng pada aplikasi SIPP. 

Akibat 
Data Kuasa Hukum Termohon untuk perkara nomor 2855/Pdt.G/2025/PA.Tng 

belum terinput pada aplikasi SIPP. 



Rekomendasi 
Segera dilakukan penginputan data Kuasa Hukum Termohon untuk perkara nomor 

2855/Pdt.G/2025/PA.Tng 

Tindak Lanjut  
Telah dilakukan penginputan data Kuasa Hukum Termohon untuk perkara nomor 

2855/Pdt.G/2025/PA.Tng pada aplikasi SIPP. 

2. Kondisi 
Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kriteria 
1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG  

2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.  

3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin  

4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, 

angka 9 

Sebab 
Petugas belum menjahit berkas karena volume perkara banyak dan tenggat waktu 

pemrosesan dokumen padat 

Akibat 
Lembaran mudah terlepas sehingga menimbulkan risiko dokumen tidak lengkap 

Rekomendasi 
Proses Penjilidan berkas perkara ditetapkan sebagai Pekerjaan Prioritas agar 

mencegah risiko dokumen tercecer 

Tindak Lanjut 

Berkas perkara yang sebelumnya belum dijahit telah dilakukan penjahitan secara 

lengkap sesuai standar dan selanjutnya diarsipkan pada tempat penyimpanan 

dokumen untuk memastikan kerapihan serta mencegah berkas terlepas. 

3. Kondisi 
Petugas Meja I belum menginput Data Umum para pihak pada SIPP.  

Kriteria 
1. Perma 1 tahun 2019 tentang Administersi Perkara dan Persidangan secara 

Elektronik Pasal 13 dan 363;  

2. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administrasi Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara 

elektronik Angka III Huruf A;  

3. SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan 

Administersi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik 

Bab IV Huruf D 

Sebab 
Kelalian petugas terkait 



Akibat 
Pengisian alamat Penggugat Perkara Nomor 3073/Pdt.G/2025/PA.Tng di SIPP 

menjadi tidak lengkap 

Rekomendasi 
Agar petugas meja I melakukan pengisian data gugatan pada aplikasi SIPP secara 

sempurna 

Tindak Lanjut  
Petugas Meja I telah melengkapi alamat Penggugat di SIPP Perkara Nomor 

3073/Pdt.G/2025/PA.Tng. 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

1. Kondisi 
Penetapan Ikrar perkara 961/Pdt.G/2025/PA.Tng belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Kriteria 
Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 

Sebab 
Panitera Pengganti pada perkara nomor 961/Pdt.G/2025/PA.Tng sedang mengalami 

sakit sehingga tidak masuk kantor dan belum melakukan tanda tangan pada 

Penetapan Ikrar Talak. 

Akibat 
Penetapan ikrar talak belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti. 

Rekomendasi 
Agar Penetapan Ikrar Talak perkara 961/Pdt.G/2025/PA.Tng segera dikembalikan 

dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti  

Tindak Lanjut  
Penetapan Ikrar Talak perkara nomor 961/PDt.G/2025/PA.Tng sudah ditandatangani 

oleh Panitera Pengganti. 

2. Kondisi 
Pemberitahuan isi putusan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kriteria 
Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 

Sebab 
Belum dilaksanakannya pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 

2520/Pdt.G/2025/PA.Tng sejak diputus sampai dengan pengawasan dilaksanakan. 

Akibat 
Pemberitahuan terlambat sampai kepada pihak Tergugat, sehingga putusan tersebut 

terlambat berstatus BHT dan menimbulkan keterlambatan untuk pencetakan Akta 

Cerai. 



Rekomendasi 
Segera dilakukan pemberitahuan isi putusan pada perkara Nomor 

2520/Pdt.G/2025/PA.Tng. 

Tindak Lanjut  
Telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada perkara Nomor 

2520/Pdt.G/2025/PA.Tng. 

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

1. Kondisi 
Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Kriteria 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 

Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; 

4. Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 

Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA; 

Sebab 
Tidak ada data yang disajikan dalam pelaporan keuangan. 

Akibat 
akuntabilitas keuangan tidak transparan 

Rekomendasi 
Segera di upload laporan keuangan pada Website Pengadilan Agama Tangerang 

Tindak Lanjut  
Laporan keuangan sudah di upload pada Aplikasi e-bima, komdanas, dan website 

PA Tangerang sebagai bentuk keterbukaan informasi. 

2. Kondisi 
Belum ada SK Penerapan Pembinaan Mental Hakim dan Aparatur Sipil Negara. 

Kriteria 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(menggantikan UU No. 5/2014) sebagai dasar utama manajemen pegawai 

Sebab 
Sebelumnya belum pernah dibuat SK Penerapan Pembinaan Mental Hakim dan 

Aparatur Sipil Negara 

Akibat 
dokumen kepegawaian menjadi kurang lengkap 



Rekomendasi 
Buat SK Penerapan Pembinaan Mental Hakim dan Aparatur Sipil Negara 

Tindak Lanjut  
Sudah dibuat SK Penerapan Pembinaan Mental Hakim dan Aparatur Sipil Negara. 

3. Kondisi 
Pembukuan/Pencatatan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kriteria 
Pasal 84 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Terkait 

Penyimpanan dokumen bisa dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 

Sebab 
Belum di lakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara berupa tanah 

dan/atau bangunan menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang pada 

Aplikasi SIMAN 

Akibat 
Tanah dan/atau bangunan Pengadilan Agama Tangerang belum dapat dilakukan 

karena No Identifikasi Barang tidak ditemukan  

Rekomendasi 
Konsultasikan ke BPN Kota Tangerang dan KPKNL II Tangerang terkait dengan 

pendaftaran dan pencatatan BMN berupa tanah dan/bangunan menurut 

penggolongan barang dan kodefikasi barang pada Aplikasi SIMAN 

Tindak Lanjut  
Telah di tindaklanjuti dengan konsultasi ke BPN Kota Tangerang dan KPKNL II 

Tangerang. 

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi 
Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tautan 

Laporan Tahunan Tahun 2024 tidak dapat menampilkan data/laporan.  

Kriteria 
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan 

Penerapan Standar Pelayanan; 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar PelayananPeradilan. 

3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d. 



Sebab 
Server hosting website mengalami down sehingga data hilang dan harus diunggah 

kembali 

Akibat 
Data Laporan Tahunan pada tautan yang ada tidak ditemukan 

Rekomendasi 
Segera unggah kembali Laporan Tahun 2024 pada website 

Tindak Lanjut  
Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah kembali Laporan Tahun 2024 pada 

website  

2. Kondisi 
Ruang tunggu belum dalam keadaan bersih, wangi dan sejuk. 

Kriteria 
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sebab 
Outdoor AC berada di area ruang tunggu pelayanan (posbakum).  

Akibat 
Pengunjung kurang nyaman karena ruang tunggu terasa panas. 

Rekomendasi 
Segera pindahkan outdoor AC. 

Tindak Lanjut  
Telah ditindaklanjuti dengan memindahkan outdoor AC ruang tunggu pelayanan.  

 

TANGGAPAN OBRIK 
Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama 

Tangerang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.  

 

 

 

Jumat, 19 Desember 2025 

 

 

 

 

Khalid Gailea, S.H., M.H. 
NIP 19691110.199203.1.002 

 

 



LAMPIRAN

Pengadilan Agama Tangerang



SURAT TUGAS

Pengadilan Agama Tangerang



 

MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 

PENGADILAN AGAMA TANGERANG 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN TANGERANG 

SITUS : http://www.pa-tangerangkota.go.id/ SUREL : info@pa-tangerangkota.go.id  

 

 

SURAT TUGAS 
Nomor : 1051/KPA.W27-A3/ST.PW1/XII/2025 

 

Menimbang  :  bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0592/KPA.W27-A3/SK.PW1/VII/2025 

tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu 

menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;  

Dasar  :  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;  

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di 

Lingkungan Lembaga Peradilan;  

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung Republik 

Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan 

Reguler.  

MENUGASKAN 

 

No  Hawasbid  Jenis Bidang  
1 Drs. Wawan Iskandar 

196603111993031009 

Hakim 

 

Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. 

197811052003122003 

Hakim 

Bidang Manajemen Peradilan 

2 Dra. Evi Triawianti 

196507211993032002 

Hakim 

 

Drs. Badruddin, M.H. 

196207011990031004 

Hakim 

 

Drs. Sarnoto, M.H. 

196712251994031005 

Hakim 

 

 

Bidang Administrasi Perkara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



No  Hawasbid  Jenis Bidang  
3 Drs. M. Rizal, S.H., M.H. 

196704031992031004 

Hakim  

 

Rohmat, S.Ag., M.H. 
197206052003121021 

Hakim 

Bidang Administrasi Persidangan 

4 Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. 

196802271994031005 

Hakim 

 

Drs. Syarif Hidayatullah, M.H. 
196909301993031003 

Hakim 

 

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. 

197706272006041002 

Hakim 

Bidang Administrasi Kesekretariatan 

5 Rodiyah, S.H., M.H. 
197410052001122001 

Hakim 

 

Agus Faisal Yusuf, S.Ag. 

197310021997031002 

Hakim 

Bidang Manajemen Pengaduan dan 

Kinerja Pelayanan Publik 

 

Untuk  :  1. Melaksanakan pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV 

Tahun 2025 pada Aplikasi e-Binwas;  

2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen 

Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi 

Kesekretariatan, Menajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik;  

3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 15 (lima belas) hari kerja, mulai 

Senin, 1 Desember 2025 sampai dengan Jum'at, 19 Desember 2025. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

   
Tangerang,  Senin 1 Desember 2025      
Ketua Pengadilan Agama Tangerang, 
 

 

 

 

Khalid Gailea, S.H., M.H. 
NIP. 19691110.199203.1.002  

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



KONTRAK
KINERJA

Pengadilan Agama Tangerang



 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

Pengadilan Agama Tangerang 
JL. Perintis Kemerdekaan II Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang   

SITUS : http://www.pa-tangerangkota.go.id/ SUREL : info@pa-tangerangkota.go.id  

 

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN 

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

Nama : Saiful Bahry, S.H., M.H. 

NIP : 196804181991031003 

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tangerang 

Nama : Hana Nuraeni, S.Sos. 

NIP : 198406282006042004 

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Dr. Saiful, S.Ag., M.H. 

NIP : 197307032006041001 

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang 

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari tanggal 1 Desember 2025 dan selambat-lambatnya tanggal 

19 Desember 2025. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau 

sanksi. 

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Pihak Kedua, 

 

 

 

Dr. Saiful, S.Ag., M.H. 

Jum'at, 1 Desember 2025 

Pihak Pertama, 

 

 

 

Saiful Bahry, S.H., M.H. 

  

 

 

Hana Nuraeni, S.Sos. 

 



SURAT
KEPUTUSAN

Pengadilan Agama Tangerang



1 

 

 

 

 
  

 

 
 

PENGADILAN AGAMA TANGERANG  

 

KEPUTUSAN  KETUAPENGADILAN AGAMA TANGERANG 

NOMOR: 592/KPA.W27-A3/SK.PW1/VII/2025 

 

TENTANG  

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  

PENGADILAN AGAMA TANGERANG  

 

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja Pengadilan Agama 

Tangerang, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas sesuai dengan bidang 

pengawasan; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Hakim pada 

Pengadilan Agama Tangerang, maka Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 

perlu diperbarui; 

c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu 

ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang 

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; 

5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

001/SK/11/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Perkara Peradilan Agama; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 

tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan 

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;  

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
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KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Monitoring & Evaluasi 

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 

tanggal 4 April 2006 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat 

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan 

Pengawasan; 

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi 

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata 

Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan 

Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung 

Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah 

Agung RI; 

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 

tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Badan-Badan Peradilan; 

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi 

Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di 

Lingkungan Peradilan Agama. 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG 

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA 

TANGERANG. 

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 

518/KPA.W27-A3/SK.PW1/VI/2025, tanggal 20 Juni 2025, tentang 

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Tangerang; 

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Hakim sebagaimana pada lampiran Surat 

Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama 

Tangerang; 

KETIGA : Kepada Para Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan tugas pengawasan 

dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang pengawasan sebagaimana 

lampiran  Surat Keputusan ini;  

KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara 

berkala 3 (tiga) bulan sekali dan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk 
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disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang melalui Koordinator 

Hakim Pengawas Bidang; 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang 

Pada tanggal 04 Juli 2025 

 

KETUA, 

 

 

 

 

 

 

KHALID GAILEA 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 

2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 

3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.
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SUSUNAN, URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TANGERANG 
 

No. Nama/NIP 
Pangkat/Gol./

Ruang 

Jabatan 

Kedinasan 

Jabatan 

dalam Tim 

1. Dr. Saiful, S.Ag., M.H. 

NIP.197307032006041001 

Pembina 

Tingkat I 
(IV/b) 

Wakil Ketua Koordinator 

2. Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. 

NIP.198409162008052001 

Pembina 

(IV/a) 

Panitera Muda 

Permohonan 
Sekretaris 

A. Manajemen Peradilan 

1. Drs. Wawan Iskandar 

NIP.196603111993031009 

 

Pembina 

Utama 
Madya (IV/d) 

Hakim Utama 

Madya 
Anggota 

 

2. Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. 

NIP. 197811052003122003 

 

Pembina 

Tingkat I 

(IV/b) 

Hakim Utama 

Madya 
Anggota 

 

B. Administrasi Perkara 

1. Drs. H. Badruddin, M.H.  

NIP. 196207011990031004 

Pembina 

Utama 
Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

2. Dra. Hj. Evi Triawianti 

NIP. 196507211993032002 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

3. Drs. Sarnoto, M.H. 

NIP. 19671225.199403.1.005 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

C. Administrasi Persidangan 

1. 

 

Drs. M. Rizal, S.H., M.H. 

NIP. 196704031992031004 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

2. Rohmat, S.Ag., M.H. 

NIP. 197206052003121021 

Pembina 
Tingkat I 

(IV/b) 

Hakim Madya 
Muda 

Anggota 

D. Administrasi Kesekretariatan 

a. Umum 

1. Drs. Muhyar, S.H., M.H. 

NIP. 196802271994031005 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya   

Anggota 

b. Keuangan 

1. Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. 

NIP. 196909301993031003 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

c. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

1. Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. 
NIP. 197706272006041002 

 

Pembina 
Tingkat I 

(IV/b) 

 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang  

Nomor :0054/KPA.W27-A3/SK.PW1/I/2025 

Tanggal : 2 Januari 2025  
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Ditetapkan di Tangerang 

Pada tanggal 04 Juli 2025 

 

KETUA, 

 
 KHALID GAILEA 
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E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

1. Agus Faisal Yusuf, S.Ag. 

NIP. 19731002.199703.1.002 

Pembina 
Utama 

Madya (IV/d) 

Hakim Utama 
Madya 

Anggota 

2. Hj. Rodiyah, S.H., M.H. 

NIP. 197410052001122001 

Pembina 

Tingkat I 
(IV/b) 

Hakim Madya 

Muda 

Anggota 



DOKUMENTASI

Pengadilan Agama Tangerang
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Pengadilan Agama Tangerang



EVIDEN TINDAK
LANJUT

E-BINWAS

Pengadilan Agama Tangerang



BIDANG
MANAJEMEN
PERADILAN



Kondisi 1 :
Belum dilaksanakan pengukuran kinerja sesuai
dengan Indikator Kinerja Utama yang terbaru.

Tindak Lanjut :
Pengukuran kinerja masih belum sesuai dengan

Indikator Kinerja Utama yang terbaru.

Pengadilan Agama Tangerang



NO SASARAN STRATEGIS RUMUSAN PELAPORAN JUMLAH RUMUSAN PELAPORAN JUMLAH PERSENTASE
ANALISA (PENYEBAB) TERCAPAI/TIDAK 

TERCAPAI
PIC

1 Terwujudnya peradilan yang 

efektif, transparan,akuntabel, 

responsif dan modern

1.1 Persentase penyelesaian perkara 

secara tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat 

waktu

318 Jumlah Perkara yang diselesaikan 335 95% Pencapaian penyelesaian perkara tepat waktu 

didukung oleh pengelolaan proses perkara 

yang terstruktur dan disiplin

PANMUD 

HUKUM

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman 

salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat pertama kepada 

para pihak

Jumlah Salinan Putusan yang 

tersedia/dikirmkan tepat waktu

335 Jumlah perkara yang diputus 335 100% Tercapainya salinan putusan yang 

disampaikan ke para pihak

PANMUD 

HUKUM

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 

petikan/amar putusan tingkat banding, 

kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar 

putusan tingkat banding, kasasi, PK yang 

disampaikan kepada para pihak secara 

tepat waktu

23 Jumlah petikan atau amar putusan 

banding, kasasi dan PK yang 

diterima pengadilan pengaju

23 100% Pemberitahuan petikan atau amar putusan 

tingkat banding, kasasi, PK telah disampaikan 

kepada para pihak secara tepat waktu

PANMUD 

GUGATAN

1.4 Persentase putusan pengadilan yang 

diunggah pada direktori putusan

Jumlah putusan yang diunggah pada 

direktori putusan

335 Jumlah putusan yang telah 

diminutasi

335 100% Salinan putusan telah terupload pada 

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 

PANMUD 

HUKUM

1.5 Persentase penyelesaian permohonan 

eksekusi putusan perdata agama

Jumlah permohonan eksekusi putusan 

perdata agama yang diselesaikan

0 Jumlah putusan perdata agama 

yang dimohonkan eksekusi

8 0% Seluruh perkara yang diajukan untuk eksekusi 

saat ini sedang dalam proses penanganan

PANMUD 

HUKUM

1.6 Persentase pekara yang berhasil 

diselesaikan melalui mediasi

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui mediasi

21 Jumlah perkara yang wajib 

dilakukan mediasi

32 66% Pelaksanaan mediasi berlangsung efektif dan 

meningkatnya kesadaran para pihak dalam 

menyelesaikan sengketa secara damai

PANMUD 

HUKUM

1.7 Persentase perkara perdata agama 

tingkat pertama yang menggunakan e-

Court

Jumlah perkara perdata agama tingkat 

pertama yang diajukan menggunakan e-

Court

319 Jumlah perkara perdata agama 

tingkat pertama yang diajukan

329 97% Meningkatnya pemanfaatan layanan 

peradilan berbasis elektronik oleh para 

pencari keadilan, serta efektivitas sosialisasi 

yang dilakukan oleh petugas e-Court di PTSP

PANMUD 

HUKUM

2 Meningkatnya tingkat 

keyakinan dan kepercayaan 

publik 

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan standar 

layanan yang ditetapkan

Nilai IKM Tahun Berjalan 0 Target Nilai IKM Tahun Ini 3.90 0% IKM tersedia pada akhir Desember 2025 TIM IKM

3 Terwujudnya manajemen 

peradilan yang transparan dan 

profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan

Nilai IP ASN 0 Target Nilai IP ASN 71 0% IP ASN akan tersedia pada Aplikasi SIKEP akhir 

Desember 2025

KASUBBAG 

KEPEGAWAIAN

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan

Nilai IKPA 0 Target Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 

Ini

95 0% Tersedia di akhir Desember 2025 PPK

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran NK PA 0 Target Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran

75% 0% Tersedia di akhir Desember 2025 PPK

3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan

Nilai IPA 0 Target Nilai Indikator Pengelolaan 

Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3 0% Penilaian akan dilakukan oleh Tk. Banding 

minggu pertama Januari 2026

KASUBBAG 

UMUM DAN 

KEUANGAN

PENGUKURAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA



Kondisi 2:
Kesekretariatan telah melakukan rapat berjenjang

yang dilakukan secara terus menerus/berkala
namun hanya tersedia dokumen undangan dan

daftar hadir sedangkan notula dan photo belum
ada.

Tindak Lanjut :
Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi notula

dan dokumentasi rapat.

Pengadilan Agama Tangerang
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
        DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

         PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 
        PENGADILAN AGAMA TANGERANG 

               Jl. Perintis Kemerdekaan II – Babakan – Kota Tangerang – Banten 
www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id 

 

  

 

 

NOTULA 
 
Dasar  : 887/SEK.PA.W27-A3/PW1.1/XII/2025 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 11 Desember  2025 

Pukul : 10.00 WIB - Selesai 

Tempat : Media Center PA. Tangerang 

Acara : Rapat Monev Kesekretariatan Triwulan IV 

Peserta : Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian, Fungsional, dan ASN yang   

  bertugas di kesekretariatan 

 

1. Acara dibuka dengan mengucapkan Basmallah. 

2. Arahan Sekretaris:  

- Menjelang akhir tahun, Kesekretariatan akan disibukan dengan laporan-

laporan dari semua sub bagian, sehingga harus benar-benar disiapkan 

dan saling berkoordinasi dengan semua bagian. 

- Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim kesekretariatan yang 

sudah mendukung program SMAP dimulai dari awal tahun ini sampai 

dengan terwujudnya keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan  

Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Agama Tangerang 

dengan predikat nilai A 86,37. Kita tidak boleh lengah, harus terus 

menjaga profesionalisme dan konsisten dalam menerapkan integritas; 

- Kepada seluruh unit kesekretariatan diharapkan segera melakukan 

tindaklanjut temuan hawasda PTA Banten. Saya mohon setiap bagian 

menyampaikan progres temuan yang sudah ditindaklanjuti. 

3. Kasubbag. Umum dan Keuangan 

- Izin menyampaikan progres temuan bagian umum dan keuangan, sudah 

hampir semua ditindaklanjuti, hanya saja terkait temuan akun 

penggantian pengharum ruangan, yang dilaksanakan selama ini 

menggunakan akun 523111, temuan yang ada seharusnya masuk dalam 

pembebanan keperluan sehari-hari, rekomendasi agar dilakukan 

pembahasan atas temuan tersebut, mohon arahan kepada bu Sekretaris. 

- Akan ada rencana kegiatan dengan lembaga perbankan dan 

kemungkinan akan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama. 

http://www.pa-tangerangkota.go.id/
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- Pada minggu ketiga Desember nanti mungkin akan dilaksanakan monev 

dengan outsourching. 

 

4. Sekretaris (Hana Nuraeni) 

Terima kasih kepada ibu kasubbag.Umum dan Keuangan atas 

tindaklanjutnya, sementara untuk menindaklanjuti temuan penggunaan 

akun pada kegiatan penggantian pengharum ruangan bisa dilaksankan 

dengan akun yang sesuai mulai tahun 2026.  Untuk akun yang sesuai 

menurut saya yang terkait dengan belanja  jawa perawatan kenyamanan 

lingkungan kantor yang menggunakan vendor dan bukan merupakan 

pembelian barang adalah akun 522151 (Belanja Jasa Kebersihan).Ini yang 

paling sesuai jika layanan mencakup:pengharum ruangan (refill, 

maintenance dispenser), perawatan alat pengharum, penyediaan keset lobby 

(dengan skema langganan/perawatan rutin). Akun 521111 tidak tepat untuk 

pembayaran vendor sejenisnya ,  kalau sistemnya langganan jasa, bukan 

pembelian barang.Yang benar: 522151 (jasa kebersihan) atau 522191 (jasa 

lainnya). Untuk kegiatan lainya silahkan dibuatkan konsep dan laporannya. 

5. Ustwah Ika Safitri (Pejabat Pembuat Komitmen) 

Izin menginfokan realisasi anggaran dipa 01 s.d November 2025 adalah 

sebesar 92,49 % (Rp. 11.523.917.537) dari pagu anggaran sebesar 

Rp.12.459.086.000,-. Sisa anggaran sebesar 7,51% (935.168.463). 

InsyaAllah akhir tahun realisasi anggaran akan mencapai 99 %. Sementara 

untuk realisasi dipa 04 sebesar 66,09% (Rp. 88.066.000) dari pagu anggaran 

sebesar 33,91% (45.184.000). Realisasi rendah jika dibandingkan dengan 

tahun lalu karena terdapat sisa anggaran pengiriman surat pos dinas 

sebesar Rp. 4.138.000,- dan sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota 

yang masih diblokir sebesar Rp. 23.438.000,-. Untuk sisa anggaran perjadin 

dalam kota terkait biaya panggilan atau biaya pemberitahuan kepada pihak 

penggugat/tergugat sebesar Rp. 2.788.000,- akan dimaksimalkan pada 

bulan Desember 2025. 

6. Sekretaris (Hana Nuraeni) 

Terima kasih kepada bu PPK yang sudah menyampaikan realisasi anggaran, 

untuk dipa 01 saya berharap realisasi anggaran bisa maksimal sampai 

dengan akhir tahun ini.Kegiatan atau kebutuhan yang belum bisa 

terlaksana pada tahun ini dapat diusulkan pada tahun selanjutnya, 

berkoordinasi dengan bagian perencanaan.Untuk realisasi dipa 04, menjadi 

bahan evaluasi kita bersama bahwa memang agak berat untuk 
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menghabiskan anggaran perjadin dalam kota terkait biaya panggilan untuk 

para pihak yang berperkara secara prodeo karena adanya program 

optimalisasi e-court dari Badilag.Terlebih lagi infonya tahun 2026 seluruh 

perkara harus e-court semua. Itu menjadi tantangan buat tim keuangan. 

Temuan terkait rapat evaluasi anggaran tahun berjalan dan pembahasan 

usulan anggaran T+1 (tahun berikutnya) akan diagendakan pada Januari 

tahun 2026. 

7. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 

- Saat ini sedang dilakukan pengisian e-TR dan akan diumumkan 

progresnya di grup WhatsApp Pengadilan Agama Tangerang. 

- Progres temuan hatiwasda di kepegawaian terkait dengan data SIKEP 

PPPK sedang dilakukan tindak lanjut oleh PPPK untuk melengkapi data-

data yang belum terupload di SIKEP dan data-data yang masih belum 

update sehingga masih on going. 

- Untuk temuan terkait ketidaksinkronan antara laporan disiplin hakim 

pada aplikasi komdanas dan laporan disiplin hakim yang dikirim ke PTA 

Banten ini sudah kami kerjakan dan singkronkan dengan aplikasi 

komdanas. 

8. Sekretaris (Hana Nuraeni) 

Terima kasih kepada pak Kasubbag Kepegawaian, saya minta terus di 

update progress e-TR nya jangan sampai ada Pegawai yang tidak 

melaksanakan. Kemudian untuk tindak lanjut Hatiwasda, saya harap untuk 

data-data pegawai yang ada di SIKEP mohon untuk terus diperhatikan dan 

diingatkan kepada yang bersangkutan jika memang masih ada data-data 

yang belum sesuai atau belum terupdate. 

Terkait laporan disiplin hakim juga dimohon untuk selanjutnya tim 

kepegawaian lebih teliti lagi untuk menyamakan data dari komdanas dan 

laporan yang akan dikirim ke PTA karena hal ini membuat laporan disiplin 

hakim menjadi tidak akurat dan tidak sesuai. 

9. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. 

- Terima kasih atas kesempatannya, langsung saja izin bu ses, untuk 

perencanaan, kami sudah harus bersiap laporan sakip karena 

penyusunan laporan kinerja akan disajikan dengan indikator kinerja 

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan awal tahun dan setelah penetapan 

Renstra.   

- Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) temuan HATIWASDA Triwulan IV Tahun 

2025 yang harus ditindaklanjuti oleh sub bagian Perencanaan, TI dan 
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Pelaporan. Temuan pertama Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan 

Dan Kinerja Pelayanan Publik terkait pemutakhiran nama 

Penanggungjawab pada struktur PPID di website harus dicantumkan. 

Temuan tersebut telah ditindaklanjuti.  

- Temuan kedua di Bidang Manajemen Peradilan yaitu terkait rapat 

anggaran untuk Tahun berikutnya (T+1) dan tahun berjalan. Rapat 

tersebut sebenarnya telah dilaksanakan dan disampaikan secara rinci 

pada rapat Monev Kesekretariatan Triwulan III dan telah dilampirkan juga 

paparan (ppt) yang disampaikan pada notula, namun pada isi notula tidak 

tersampaikan secara detail.  

- Realisasi anggaran tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh ibu 

Ustwah Ika Safitri selaku PPK di awal, saya akan menyampaikan untuk 

tahun anggaran 2026.  

- Untuk DIPA 400823 (01) Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Agama 

Tangerang memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.156.220.000,- yang 

terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp. 9.306.623.000, Belanja Barang 

sebesar Rp. 1.829.597.000, dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000. 

Adapun kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan anggaran Tahun 

2026 yaitu Belanja Listrik semula terpusat di Mahkamah Agung akan 

dipertanggungjawabkan oleh satker kembali, kemudian anggaran pakaian 

dinas mendapatkan 2 (dua) set dan terdapat anggaran untuk 

outsourching yang jumlah pegawainya disesuaikan dengan luas gedung 

dan bangunan.  

- Anggaran DIPA 400824 (04) Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar Rp. 

131.296.000 dengan rincian layanan pos bantuan hokum sebesar 

Rp.90.000.000 dengan target capaian yaitu 900 orang dan layanan 

pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 41.296.000 dengan capaian 

output 75 perkara. 

- Temuan ketiga juga temuan dari Bidang Manajemen Peradilan yaitu 

terkait rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan, semester 

dan tahunan, namun belum tergambar capaian dari program kegiatan 

yang disusun diawal tahun. Ini pun sebetulnya telah tersampaikan pada 

notula rapat monev triwulan sebelumnya. Tindak lanjut temuan ini akan 

dilaksanakan pada rapat monev kinerja Pengadilan Agama Tangerang 

Triwulan IV Tahun 2025, namun dapat saya sampaikan bahwa kegiatan 

yang belum terlaksana pada Program Kerja Tahun 2025 yaitu pemberian 
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reward kepada Pegawai Pengadilan Agama Tangerang dan Mediator Non 

Hakim sedangkan eksaminasi sedang dalam proses.  

- Draft Lapora Tahunan telah dibagikan kepada bagian terkait agar 

penyusunan dapat terlaksana tepat waktu. 

- Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. 

10. Tanggapan Sekretaris (Hana Nuraeni)  

Terima kasih kepada Kasubbag PTIP atas paparannya. Akhir tahun dan awal 

tahun akan disibukkan dengan laporan. Semoga kita menyelesaikan tugas 

sesuai target dan tepat waktu. 

11. Penutup oleh sekretaris, Bapak/Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah 

rangkaian rapat hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Kami ucapkan 

terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kerja sama seluruh tim dan 

peserta rapat. Mari kita tutup rapat ini dengan semangat kebersamaan dan 

integritas yang tinggi. 

Bersama mengucapkan hamdallah. 

 
 
Notulen, 
 
 
 
 
 
Lukmanudin 
NIP. 199012242025211034 
 

Mengetahui, 
 
Sekretaris  
Pengadilan Agama Tangerang, 
 
 
 
 
Hana Nuraeni 
NIP. 198406282006042004 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
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BIDANG
ADMINISTRASI
PERKARA



Kondisi 1 :
Register Surat Kuasa Khusus (R1-PA7) belum

sesuai, dikarenakan data Kuasa Hukum Termohon
untuk perkara nomor 2855/Pdt.G/2025/PA.Tng

belum terinput pada aplikasi SIPP.

Tindak Lanjut :
Telah dilakukan penginputan data Kuasa Hukum

Termohon untuk perkara nomor
2855/Pdt.G/2025/PA.Tng pada aplikasi SIPP.

Pengadilan Agama Tangerang



AFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Register Kuasa Hukum Termohon perkara nomor 

2855/Pdt.G/2025/PA.Tng sudah terinput pada aplikasi SIPP. 

 



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 2 :
Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut :
Berkas perkara yang sebelumnya belum dijahit

telah dilakukan penjahitan secara lengkap
sesuai standar dan selanjutnya diarsipkan pada

tempat penyimpanan dokumen untuk
memastikan kerapihan serta mencegah berkas

terlepas.





Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 3 :
Petugas Meja I belum menginput Data Umum para

pihak pada SIPP.

Tindak Lanjut :
Petugas Meja I telah melengkapi alamat

Penggugat di SIPP Perkara Nomor
3073/Pdt.G/2025/PA.Tng.
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EVIDEN TINDAK LANJUT KELENGKAPAN ALAMAT PENGGUGAT DI SIPP PERKARA  

NOMOR 3073/Pdt.G/2025/PA.Tng 

BEFORE AFTER 

 

 
 

Keterangan : Alamat Penggugat di SIPP belum lengkap 

 

 
 

Keterangan : Alamat Penggugat di SIPP telah lengkap 
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Keterangan : Alamat Penggugat di surat gugatan 

 

 

 
 

Keterangan : Alamat Penggugat di surat gugatan 

 



BIDANG
ADMINISTRASI
PERSIDANGAN



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 1 :
Penetapan Ikrar perkara 961/Pdt.G/2025/PA.Tng

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut :
Penetapan Ikrar Talak perkara nomor

961/PDt.G/2025/PA.Tng sudah ditandatangani
oleh Panitera Pengganti..



AFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penetapan Ikrar Talak perkara 961/Pdt.G/2025/PA.Tng 
Panitera Pengganti (dilingkari warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan Ikrar Talak perkara 961/Pdt.G/2025/PA.Tng sudah ditandatangani oleh 
Panitera Pengganti (dilingkari warna hijau). 

ditandatangani oleh 



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 2 :
Pemberitahuan isi putusan belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut :
Telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada

perkara Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Tng.



Sesudah : Telah Dilaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 2520/Pdt.G/2025/PA.Tng  

 

 



BIDANG
ADMINISTRASI

KESEKRETARIATAN



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 1 :
Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan

Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut :
Laporan keuangan sudah di upload pada Aplikasi

e-bima, komdanas, dan website PA Tangerang
sebagai bentuk keterbukaan informasi.



Setelah 

 

 



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 2 :
Belum ada SK Penerapan Pembinaan Mental Hakim

dan Aparatur Sipil Negara.

Tindak Lanjut :
Sudah dibuat SK Penerapan Pembinaan Mental

Hakim dan Aparatur Sipil Negara.
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PENGADILAN AGAMA TANGERANG  
 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG 
NOMOR: 1013/KPA.W27-A3/SK.KP6.4/XI/2025 

 

 
TENTANG  

PENERAPAN PEMBINAAN MENTAL HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA PENGADILAN 
AGAMA TANGERANG TAHUN 2025 

 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan Gerakan Amal sholeh dan 

akhlak mulia dan dalam rangka menjaga Integritas  serta 

kinerja Hakim dan Apratur Sipil Negara di Pengadilan Agama 

Tangerang, maka perlu adanya pembinaan mental; 

b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu segera ditetapkan 

surat keputusan  Ketua  Pengadilan Agama Tangerang tentang 

Penerapan Pembinaan Mental di Pengadilan Agama Tangerang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua 

dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2016 tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya; 

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Peradilan; 

 
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG 

PENERAPAN PEMBINAAN MENTAL HAKIM DAN APARATUR SIPIL 
NEGARA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2025 

 
KESATU : Bahwa kegiatan Pembinaan Mental ini diselenggarakan setiap hari 

selasa sore ba’da shalat ashar s.d. selesai seminggu sekali;  

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini sebagai Penceramah, Imam, dan Petugas Adzan 
dalam kegiatan Pembinaan Mental di Pengadilan Agama Tangerang; 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya. 
 
 

Ditetapkan di :  Tangerang 
Pada tanggal :  18 November 2025 

     KETUA, 
  

 
 

   
          

 
 KHALID GAILEA 
 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang  
Nomor  : 1013/KPA.W27-A3/SK.KP6.4/XI/2025 
Tanggal : 18 November 2025 

 
 

 

DAFTAR PIMPINAN DAN HAKIM PEMBERI MATERI PEMBINAAN MENTAL  

PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2025 

 
       

TANGGAL PENCERAMAH IMAM PETUGAS ADZAN 

18-11-2025 
Drs. Syarif Hidayatullah, 
M.H. 

Asrori Amin, S.H.I., 
M.H.I. 

Mochamad Gilang 
Nugraha 

25-11-2025 Khalid Gailea, S.H.,M.H. 
Khalid Gailea, S.H., 
M.H. 

Almahsuri, S.H.I. 

02-12-2025 Dr. Saiful, S.Ag., M.H. Dr. Saiful, S.Ag., M.H. Lukmanudin, S.Sy. 

09-12-2025 Drs. Wawan Iskandar Drs. Wawan Iskandar 
Sahrul Romadon, 

S.Kom. 

16-12-2025 
Drs. Muhyar, S.H., M.H., 
M.Si. 

Drs. Muhyar, S.H., 
M.H., M.Si. 

Murdewo, A.Md. 

23-12-2025 Drs. Sarnoto, M.H. Drs. Sarnoto, M.H. Sartoni 

30-12-2025 Agus Faisal Yusuf, S.Ag. 
Agus Faisal Yusuf, 
S.Ag. 

Lukmanudin, S.Sy. 

06-01-2026 Rohmat, S.Ag., M.H. Rohmat, S.Ag., M.H. Zimmy, A.Md. 

13-01-2026 Asrori Amin, S.H.I.,M.H. 
Asrori Amin, 
S.H.I.,M.H. 

Jajang Kostalani, S.Ag. 

20-01-2026 Rodiyah, S.H., M.H. Drs. Wawan Iskandar 
Muhammad Shony 
Arbi, S.H.I., M.H. 

27-01-2026 
Dr. Yayuk Afiyanah, 
S.Ag., M.A. 

Agus Faisal Yusuf, 
S.Ag. 

Bambang Setiawan, 
A.Md. 

03-02-2026 
Drs. Muhyar, S.H., M.H., 
M.Si. 

Drs. Muhyar, S.H., 
M.H., M.Si. 

Aman Komari, S.H., 
M.H., M.M. 

10-02-2026 
 

Drs. Wawan Iskandar Drs. Wawan Iskandar Wahyu Triyantoro, S.H. 

. 
 
 

KETUA, 
  

 
 

   
          

 
    KHALID GAILEA 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 3 :
Pembukuan/Pencatatan BMN belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut :
Telah di tindaklanjuti dengan konsultasi ke BPN

Kota Tangerang dan KPKNL II Tangerang.



Setelah 

 

 

 



BIDANG
MANAJEMEN

PENGADUAN DAN
KINERJA

PELAYANAN
PUBLIK



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 1 :
Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku karena tautan Laporan Tahunan
Tahun 2024 tidak dapat menampilkan

data/laporan.

Tindak Lanjut :
Telah ditindaklanjuti dengan mengunggah

kembali Laporan Tahun 2024 pada website.



TINDAK LANJUT TEMUAN HAWASBID TRIWULAN IV 2025 
BIDANG MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

 
 

BEFORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFTER 

 

 

 



Pengadilan Agama Tangerang

Kondisi 2 :
Ruang tunggu belum dalam keadaan bersih, wangi

dan sejuk.

Tindak Lanjut :
Telah ditindaklanjuti dengan memindahkan

outdoor AC ruang tunggu pelayanan.



Setelah 

 

Proses pemindahan 

 



 

Outdoor sudah dipindahkan 

 




